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PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.SS

) S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai
Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan xxx,
pendidikan xxx, tempat kediaman di RT.xxx RW.xxXx,
Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Tidore Kepulauan,

sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, pendidikan xxx, tempat kediaman di RT.xxx
RW.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Tidore

Kepulauan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonnya tanggal 24
November 2021 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, dengan Nomor
xxx/Pdt.G/2021/PA.SS, tanggal xxx dengan dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah

yang menikah pada hari xxx tanggal xxx di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, dan telah tercatat di Kantor
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Urusan Agama Kecamatan xxx sesuai dengan Akta Nikah Nomor xxx
tanggal xxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah
orangtua Pemohon sampai berpisah ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum mempunyai anak;
4, Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon tidak harmonis disebabkan antara lain:
4.1. Termohon sering jalan ke luar daerah berbulan-bulan dan
itu terjadi berulangkali lalu setiap dilarang terjadi masalah;
4.2. Termohon sering cemburu buta;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tersebut pada tanggal 26 Desember 2019, Termohon pergi dari
rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Keluarganya berulangkali ambil/jemput
Termohon dan terakhir Termohon tidak mau lagi;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dipertahankan sehingga
perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan
permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Soasio Cg. Majelis Hakim yang menangani perkara ini,
untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Soasio ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
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SUBSIDER
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan
Kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak
datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir kembali
untuk tidak bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon
telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, telah
dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh
Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

Saksi:

1. saksi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan
sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri dari Pemohon yang
bernama xxx;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang
tua Pemohon di kelurahan xxx;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon telah pergi meninggalkan
Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 26
Desember 2019 hingga sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon
berpisah;

- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak
mau kembali lagi;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

2. saksi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang
tua Pemohon di Kelurahan xxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Desember 2019 hingga sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon
berpisah;

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah Termohon;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada
pokonya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan

Termohon kemudian mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim

cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita
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Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan
maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008
tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak
mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang
menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon
tersebut berdasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu,
maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu, perkawinan merupakan akad
Mitsaqon Gholidzo, yang di dalamnya tidak hanya menyangkut hubungan
antara suami dan istri saja, melainkan juga dengan Allah SWT. Maka dari itu
meskipun tidak ada jawaban atau bantahan dari Termohon, Majelis Hakim
memandang tetap perlu adanya pembebanan pembuktian terhadap Pemohon
untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan Bukti P serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon telah
mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat
oleh bukti tertulis P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta
otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus
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dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam
perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga
mengajukan alat bukti lain yaitu dua orang saksi yang nama dan keterangannya
telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 dan 2 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon adalah fakta yang
dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yakni antara Pemohon
dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Desember 2019, oleh karena itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta dua orang saksi
Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sabh;
-  Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 1
tahun 11 bulan;
- Bahwa pihak keluarga dan Majelis hakim telah berusaha menasehati
Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah
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sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah,
mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan menfaat
ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian
dapat dilakukan;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon
dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terjadi perselisihan dan
pertengakaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan kerterangan saksi Pemohon tidak
diketahui secara pasti tentang adanya Perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon, akan tetapi para saksi Pemohon menjelaskan bahwa
antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26
Desember 2019 atau selama 1 tahun 11 bulan lebih, hal tersebut dapat
dianggap sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat
dirukunkan kembali, pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung R.l. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung
abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada
harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah

tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat jika dalam rumah tangga yang antara Pemohon dan Termohon
telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan dan selama berpisah
telah diupayakan oleh pihak saksi/keluarga kedua belah pihak agar dapat
kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah
berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut
tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis
Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah
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tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon
dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka
tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat
terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang
bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Pemohon dan
Termohon. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar
Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah cukup beralasan
sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Surah Al

Bagoroh ayat 227,

"Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan
talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang
Pengadilan Agama Soasio;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Choirul Isnan,
S.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Ahmad Zaki Amin
Amrullah, S.H.l.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Nur Arfa Toniku,

S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;_
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
HASANUDDIN, S.Sy. CHOIRUL ISNAN, S.H.
Hakim Anggota,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

NUR ARFA TONIKU, S.H.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran 3 Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,00

4. Biaya PNBP
) Rp. 20.000,00
Panggilan
] Rp. 10.000,00
5. Redaksi
6. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 480.000,00
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